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Intisari 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Instrumen penilaian yang 

digunakan pada penelitian ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu 

sebanyak lima belas kriteria wajib yang terdiri dari enam puluh sembilan sub 

kriteria. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu LKPD tahun anggaran 

2016 sebanyak 69 LKPD dengan teknik pengambilan sampel  stratified random 

sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan LKPD di 

Indonesia masih rendah yaitu sebesar 36,23% dengan tingkat pengungkapan 

tertinggi 56,52% dan terendah 18,84%. Tidak terdapat perbedaan tingkat 

pengungkapan antara LKPD dengan opini WTP dan WDP, serta WDP dan TMP, 

namun terdapat perbedaan antara opini WTP dan TMP. Hal tersebut memiliki arti 

bahwa belum ada pisah batas yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

dalam tingkat pengungkapan untuk merumuskan opini. Berdasarkan hasil 

pengidentifikasian karakteristik pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang 

memiliki tingkat pengungkapan tertinggi dan terendah  tahun 2016,  dapat 

diindikasikan bahwa terdapat tiga perbedaan karakteristik yang utama, yaitu 

kekayaan pemerintah daerah, umur pemerintah daerah dan indeks pembangunan 

manusia. 
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Abstract 

 

This study aims to analyze the level of disclosure of Local Government Financial 

Statements (LKPD) 2016 in Indonesia. This research uses descriptive qualitative 

approach. The disclosure instrument used in this study refers to Government 

Accounting Standards as many as fifteen criteria consisting sixty-nine sub criteria. 

The data used are secondary data that is LKPD fiscal year 2016 as many as 69 

LKPD with stratified random sampling technique. The result of this research 

concludes that LKPD disclosure level in Indonesia is still low that is equal to 

36,23% with highest disclosure 56,52% and lowest is 18,84%. There is no 

disclosure level difference between LKPD with WTP and WDP opinions, WDP 

and TMP opinions but there is a difference between WTP and TMP opinions. This 

means that there is not yet a separate boundary which is owned by the Supreme 

Audit Board in the level of disclosure to formulate an opinion. Based on the 

results of identifying the characteristics of provincial / district / municipality 

governments with the highest and lowest disclosure level in 2016, it can be 

indicated that there are three main characteristic differences: local government 

wealth, age of local government and human development index. 
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